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Bagi perusahaan, quiet cutting dianggap sebagai solusi strategis untuk menghindari gelombang PHK (pemutusan hubungan
kerja) massal yang dapat merusak citra perusahaan dan memicu ketidakstabilan organisasi. (dok.wartakita.org)

MEMASUKI awal tahun 2025, banyak perusahaan menghadapi tekanan ekonomi global yang
masih belum stabil. Situasi ini memaksa perusahaan untuk mencari strategi efisiensi tenaga
kerja guna mempertahankan keberlanjutan bisnis mereka.

Salah satu fenomena yang semakin marak adalah quiet cutting, yaitu strategi di mana
perusahaan tidak secara langsung memecat karyawan, tetapi merelokasikan mereka ke posisi



yang berbeda tanpa konsultasi mendalam.

Sering kali, posisi baru tersebut memiliki tanggung jawab lebih besar, namun tanpa ada
penyesuaian gaji atau fasilitas yang memadai. Hal ini tentu menimbulkan dilema etis dalam
praktik manajemen sumber daya manusia.

Bagi perusahaan, quiet cutting dianggap sebagai solusi strategis untuk menghindari gelombang
PHK (pemutusan hubungan kerja) massal yang dapat merusak citra perusahaan dan memicu
ketidakstabilan organisasi. Dengan mengalihkan karyawan ke posisi lain alih-alih
memberhentikan mereka, perusahaan dapat mengurangi dampak sosial dan hukum dari PHK,
seperti kompensasi pemutusan hubungan kerja dan potensi tuntutan hukum dari serikat
pekerja.

Selain itu, strategi ini sering kali digunakan untuk menekan biaya operasional tanpa harus
kehilangan tenaga kerja berpengalaman secara langsung. Dalam beberapa kasus, strategi ini
juga diklaim dapat meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, di mana karyawan didorong untuk
beradaptasi dengan tantangan baru di dalam perusahaan. Perusahaan yang menerapkan
kebijakan ini berharap bahwa dengan memberikan tantangan baru, karyawan akan
berkembang dan membawa nilai tambah bagi organisasi.

Namun, di sisi lain, pendekatan ini berisiko besar terhadap kepercayaan dan loyalitas karyawan
yang dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ketika seorang
karyawan merasa bahwa perannya diubah secara sepihak tanpa komunikasi yang jelas, mereka
cenderung merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi kerja.

Lebih buruk lagi, jika karyawan yang terkena dampak quiet cutting merasa bahwa mereka
dipindahkan ke posisi yang lebih rendah atau diberikan tanggung jawab yang tidak sesuai
dengan keterampilan mereka, maka hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang mendalam.
Akibatnya, produktivitas menurun, keterlibatan kerja melemah, dan dalam jangka panjang,
perusahaan mungkin kehilangan talenta terbaiknya yang memilih untuk mencari peluang yang
lebih menghargai kontribusi mereka.

Dari perspektif karyawan, quiet cutting sering kali dipandang sebagai bentuk eksploitasi
terselubung. Ketika seseorang ditempatkan dalam posisi baru tanpa diberikan pilihan yang adil
atau pelatihan yang memadai, beban kerja yang meningkat dapat menyebabkan stres dan
kelelahan mental. Perubahan tiba-tiba ini juga dapat mengurangi rasa memiliki terhadap
perusahaan, yang pada akhirnya memicu quiet quitting - fenomena di mana karyawan hanya
bekerja sekadarnya tanpa keterlibatan emosional yang mendalam. Jika dibiarkan berlarut-larut,
hal ini dapat menurunkan produktivitas dan mempercepat tingkat turnover karyawan.



Selain itu, ketidaktransparanan dalam penerapan quiet cutting dapat menciptakan lingkungan
kerja yang penuh ketidakpastian. Karyawan yang melihat rekan-rekan mereka tiba-tiba
dipindahkan ke posisi yang tidak diinginkan tanpa alasan yang jelas akan mulai merasa tidak
aman dalam pekerjaan mereka. Rasa ketidakpastian ini berpotensi menurunkan moral dan
menyebabkan gelombang pengunduran diri secara sukarela, yang justru bisa memperburuk
kondisi perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, quiet cutting mungkin tampak seperti solusi yang efektif untuk
menghemat biaya dan menjaga keseimbangan operasional perusahaan. Namun, dalam jangka
panjang, strategi ini dapat merusak reputasi perusahaan di pasar tenaga kerja.

Generasi pekerja saat ini, khususnya generasi milenial dan Gen Z, semakin selektif dalam
memilih tempat kerja yang menghargai kesejahteraan mereka. Jika praktik quiet

cutting menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh perusahaan, maka akan ada risiko
perusahaan kehilangan talenta terbaik mereka yang mencari lingkungan kerja yang lebih
transparan dan adil.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan perlu mengevaluasi kembali pendekatan
mereka terhadap manajemen tenaga kerja. Transparansi harus menjadi kunci dalam setiap
keputusan yang berkaitan dengan pergeseran peran karyawan. Perusahaan seharusnya
berkomunikasi secara terbuka mengenai alasan di balik setiap perubahan struktur organisasi
serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat mereka. Selain
itu, pendekatan berbasis empati harus diterapkan dengan menyediakan pelatihan dan
dukungan yang cukup bagi karyawan yang terkena dampak perubahan peran.

Lebih jauh lagi, perusahaan harus mempertimbangkan kebijakan tenaga kerja yang lebih
berkelanjutan. Alih-alih menerapkan quiet cutting, manajemen dapat mengeksplorasi strategi
alternatif seperti restrukturisasi berbasis kompetensi, rotasi kerja yang lebih fleksibel, serta
program pengembangan karier yang jelas. Dengan demikian, karyawan tetap merasa dihargai
dan memiliki motivasi untuk berkembang bersama perusahaan.

Pada akhirnya, manajemen yang efektif bukan hanya soal bagaimana perusahaan dapat
bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetapi juga bagaimana mereka dapat
mempertahankan hubungan yang sehat dengan tenaga kerja mereka.

Jika praktik quiet cutting terus dilakukan tanpa perbaikan dalam komunikasi dan transparansi,
maka perusahaan berisiko kehilangan lebih dari sekadar efisiensi - mereka juga bisa kehilangan
kepercayaan dari karyawan mereka. Oleh karena itu, awal tahun 2025 harus menjadi
momentum bagi perusahaan untuk mengadopsi strategi manajemen yang lebih etis dan
berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
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